BABII

MAHAR DAN ILMU HADIS

A. Mahar
1. Definisi Mahar

a. Pengertian secara etimologi

Dalam bahasa arab mahar (,¢+) adalah bentuk ﬁmfrad sedang bentuk

Jjamaknya adalah ,y¢» yang secara lughah (etimologi) berarti maskawin.'

Mahar dalam bahasa arab juga sering disebut dengan Shadagq.’

Kata shadaq berasal dari isim masdar dari kata Ashdaga, masdarnya
Ishdaq diambil dari kata Shidgin yang artinya kesungguhan atau kebenaran,
untuk membenarkan cinta suami terhadap calon istrinya. Karena, seorang
laki-laki itu benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan tersebut >

Mahar dalam bahasa arab disebut dengan delapan istilah yaitu:
“shadaq”, “mahar”, “nihlah”, “faridhah”, “haba”, “ajr”, “aqr”, dan

“ala’ig”. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib

sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.*

' Mustafa Murad, Mifiah as-Sa'adah az-Zaujiyah (Qairo: Dar al-Fajrilitturast,
2000), 62

% Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, Cet Il (Jakarta:Kencana, 2003), 97

? Saleh al-Fauzan, Figih Sehari-hari, ter, Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema
Insani Press, 2005), 672

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2007), 84
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b. Pengertian secara terminologi
Pengertian mahar secara terminologi sebagaimana dijelaskan Al-
Jjaziri sebagai berikut:

KLLE.-‘;;CK.J'.LEGQSvu%gﬂlglwr—ﬂiwbﬂb&lohﬁb|
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Adapun makna shaduq secara istilah adalah nama untuk sebuah harta
yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah sebagai
perimbangan karena memanfaatkan wanita tersebut bersenang-senang,

Jjuga dalam wati subhat, nikah fasid atau yang semisal itu.’
Menurut sayyid sabiq mahar adalah pemberian wajib dari suami pada
istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan rida menerima
kekuasaan suaminya kepada istrinya.’ Sesuatu yang diberikan suami kepada

istri untuk menghalalkan menikmatinya.”

Dalam ensiklopedia figh Umar bin Khattab dijelaskan bahwa:
TSI e 3 el jogall g gl

mahar adalah pengganti yang disebutkan dalam akad nikah®
Terdapat bebrapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab,
yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Sebagian ulama madzhab

hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri

* Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah (Surabaya: Srikandi, 2007), 4

® Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, jilid 7, ter, Mohammad Tholib, (Bandung:
Alma’arif, 1990), 53

7 Abu Bakr Jabir Al-Jauzairi, Ensiklopedia Muslim, ter, Fadli Bakri (Jakarta:
Darul Falah,2007), 577

® Muhammad Rawwas Qal-ahji, Ensiklopedia Figh Umar bin Khattab, ter,
Mohammad Abdul Mujieb, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 420
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karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan
sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikan sebagai harta yang wajib
dibayarkan suami kepada seorang istri ketika berlangsungnya akad nikah
sebagai imbalan dari  kesediaan  penyerahan dirinya pada
suaminya(senggama).

Ulama madzhab syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang
wajib dibayarkan disebabkan adanya akad atau senggama. Kemudian
madzhab imam hanbali mendefinisikannya sebagai imbalan suatu
perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah , ditentukan
setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh
hakim. Dalam definisi ini termasuk kewajiban mahar apabila melakukan
senggama dengan istri dalam nikah fasid (rusak).

Sebagaimana akad lain, akad nikah juga mengakibatkan munculnya
hak dan kewajiban. Dalam perkawinan, menurut ulama madzhab hanafi, ada
hubungan timbal balik antara pemberian suami dan hak senggama oleh
suami terhadap istrinya setelah akad nikah. Oleh karena itu, mereka
berpendapat bahwa dalam suatu akad nikah, seorang pria baru berhak
menggauli istrinya apabila maharnya telah dibayarkan.

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami
terhadap istrinya, sebagaimana yang dikemukakan ulama madzhab di atas.
Kewajiban membayar mahar disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya akad

nikah yang sah dan terjadinya senggama sungguhan (bukan karena zina).’

® Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3(Jakarta: Ichtiar Baru
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Mahar adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Juga, sebagai
ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi
istrinya. Memberikan mahar merupakan ungkapan tanggungjawab kepada
wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan
berumahtangga.'®

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditetapkan definisi mahar
adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami
kepada calon istrinya didalam sighat akad nikah yang merupakan tanda
persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.

2. Macam-macam Mahar
Masalah jenis mahar yang dapat digunakan untuk mahar bisa berupa
sesuatu yang dapat dimiliki atau yang dapat diambil manfaatnya, dan sesuatu
yang dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan.
Adapun mengenai macam-macamnya, ulama figih sepakat bahwa
mabhar itu bisa dibedakan menjadi dua: yaitu
a) Mahar musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin pria

dan mempelai wanita yang disebutkan dalam redaksi akad.'' Mahar yang

disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad.'?

Van Hoeve), 1042

' Mohammad Fauzil Adhim, Kupinang Engkau dengan Hamdalah (Yogyakarta:
Mitra Pustaka, 1998), 195

"' Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, Terj, Masykur, (Jakarta:
lentera,2007), 364

12 Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 89
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Ulama figih sepakat bahwa dalam pelaksanaanya mahar musamma
harus diberikan secara penuh apabila:
1. Telah bercampur (bersenggama)

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 20:">
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Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang

kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang

banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengen jalan
tuduhan yanig Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Yang dimaksud “mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat tersebut
adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru.
Namun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, dan meminta
kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Dalam ayat lain Allah

berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 21:"
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Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

2. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma’.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami

telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-

13 Al-Qur’an, 04:20
14 Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 04:21
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sebab tertentu, seperti: ternyata istri mahram sendiri, atau dikira perawan
ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib
dibayar setengahnya.'> Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-
Bagarah ayat 237:'°
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jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,
Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,
kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang
yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada
takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Kemudian dalam hal khalwat atau bersenang-senang dengan buka-
bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar
mahar seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di
kalangan ahli figih.

Abu hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal
menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka suami wajib

membayar mahar yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di

' Abdul Aziz Muhammad Azam, Figih Munakahat (Jakarta:Amzah, 2009), 117
16 Al-Qur’an 02:237
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suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada
halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib
atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah
seorang menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan
yang wajar, atau ada halangan yang bersifat alamiah seperti ada orang
ketiga disamping keduanya.

Imam syafi’i, imam malik, dan abu dawud, berpendapat bahwa
dengan penentuan tabir hanya mewajibkan separuh mahar, selama tidak
terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat suraih, juga said bin
mansur. Abdur rozaq juga meriwayatkan dari ibnu abbas bahwa, tidak
wajib membayar mahar seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.

Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya pertentangan antara
keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan
turunya Al-Qur’an dimana terdapat istri yang telah dinikahi dan digauli,
yang menegaskan bahwa maharnya tidak boleh diambil kembali

sedikitpun.'” Allah berfirman:
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Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
(Q.S. An-Nisa’: 21)

7 Ibid, 119
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3. Jika perceraian (baik perceraian hidup maupun cerai mati) terjadi setelah
istri digauli suami, maka mahar harus dibayar penuh sesuai jumlah yang
ditetapkan semula.'®

b) Mahar mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya, pada
saat ataupun ketika terjadinya pernikahan. Menurut sudarsono dalam
bukunya yang berjudul pokok-pokok Islam, mahar mitsil adalah mahar yang
sebanding atau mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara
pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan istri
dan kemampuan serta kedudukan suami.'®

Dalam mahar semacam ini, apabila istri telah dicampuri kemudian
meninggal dunia atau istri belum dicampuri, tetapi suaminya meninggal
dunia, istri berhak menerima maskawin dengan mahar mitsil.%°

Menurut madzhab hanbali menyatakan mahar mitsil adalah sejumlah
mahar yang berlaku dalam perkawinan keluarga ayah dan ibu (seperti
adik/kakak perempuan ayah/ibu). Ulama madzhab maliki dan syafi’i
menyatakan bahwa mahar mitsil itu dikembalikan kepada kebiasaan yang
berlaku dalam keluarga tersebut ketika melangsungkan perkawinan seorang

wanita.?!

:: Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 226
Ibid, 227

20 Rahmat Hakim, hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 77

?! Dahlan, Ensiklopedia Hukum, 1044
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Mahar mitsil terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila dalam akad nikah tidak disebutkan jenis dan jumlah mahar oleh
suami, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau yang
meninggal sebelum bercampur.

2. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak
memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti
maharnya adalah minuman keras.2®

3. Apabila nikah tersebut nikah fasid. Menurut ulama madzhab hanafi,
maliki, dan syafi’i, apabila mereka telah melakukan senggama, maka
suami wajib membayar mahar mitsil. Akan tetapi, ulama madzhab
hanbali mengatakan bahwa dalam akad nikah seperti ini wajib
dibayarkan adalah mahar musamma.?

Kewajiban membayar mahar mitsil ini dapat gugur karena tiga hal:*

1. Adanaya perceraian sebelum dukhul dan penyebab perceraian berasal
dari istri.

2. Istri mengajukan fasakh kepada suami karena suami cacat.

3. Suami fasakh karena perempuan cacat.

Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada
waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun
demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai,

bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya

2 Abdul Aziz Muhammad Azam, Figih Munakahat (Jakarta:Amzah, 2009), 120
% Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 89

% Dahlan, Ensiklopedia Hukum, 1045

% Hakim, Hukum Perkawinan,77
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malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad
berlangsung suami menghendaki bergaul dengan istrinya.

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus
perkawinan setelah melakukan senggama, sewaktu akad maharnya adalah
berbentuk musamma, maka kewajiban bagi suami yang menceraikannya
adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang
ditetapkan pada waktu terjadinya akad nikah. Demikian pula keadaannya
bila salah seorang diantara keduanya meninggal dunia. Namun bila
perceraian terjadi sebelum senggama, sedangkan jumlah mahar sudah
ditentukan, maka wajib bagi mantan suami hanyalah separuh dari jumlah
yang telah ditentukan pada waktu akad nikah, kecuali bila yang separuh itu
sudah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.”*Allah berfirman dalam Al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 237:%
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% Syarifuddin, Hukum Perkawinan,89
27 Al-Qur’an, 02:237
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Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika
isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang
ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, maka
nikahnya disebut nikah Tafwid,”® menurut jumhur ulama dibolehkan. Hal ini

dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT.? Dalam surat Al-Bagarah ayat 236:*
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Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum
kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya
dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian
menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. Al-Baqarah: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan
istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu
kepada istrinya. Dan dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar

mitsil, selain itu ayat di atas tidak dimaksudkan dalam suatu perkawinan.

2 Nikah Tafwidl adalah nikah yang disebutkan oleh perempuan kepada walinya
“nikahkanlah saya dengan mas kawin yang engkau sukai atau disukai oleh si A itu”.
Tafwidl semacam ini, dinamai fafwid] mahar, atau disebutkan oleh perempuan
“nikahkanlah saya dengan tidak usah mahar”. Tafwidl ini dinamakan tafwidl budlu
(menyerahkan diri bulat-bulat dengan tidak ada mahar sama sekali). Muhammad Hasby
Assiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 277

% Ibid, 91

* Al-Qur’an, 02:236
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Suami dibolehkan tidak menyebut kesediaan suami memberi mahar pada
istri saat Jjab dan Qobul.”!
. Ukuran Mahar

Memberikan mahar terhadap calon istri adalah kewajiban calon
suami dalam sebuah perkawinan dan ini juga sudah disyariatkan dalam ajaran
Islam.>? Namun mengenai besar jumlah mahar yang harus diberikan oleh calon
suami kepada istrinya, dalam Islam tidak ditentukan. Hal ini dikarenakan
adanya perbedaan tingkat kemampuan memberi mahar lebih besar kepada
istrinya.

Islam menyerahkan masalah ketentuan berapa besarnya jumlah
mahar itu berdasarkan atas kemampuan pihak yang bersangkutan, disertai
kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan kawin,

Sedangkan ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan
minimal mahar

1. Pendapat Imam Syafi’i
Menurut imam Syafi’i mahar adalah syarat sahnya nikah, sehingga
tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meniadakannya. Dan Imam
Syafi’i juga berpendapat bahwa nikah dan jual beli adalah berbeda. Hal ini

tercermin dalam pendapat Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm:*

' Azam, Figih Munakahat, 120
3 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta:Bulan

Bintang, 1993), 82

33 Darmawan, Eksistensi, 26
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Sesungguhnya akad nikah itu sah tanpa ditentukan maskawinnya. Yang
demikian itu, bahwa thalak itu tidak jatuh, kecuali bagi orang yang telah
melakukan akad nikah. Apabila akad nikah boleh dilakukan tanpa mahar,
lalu akad nikah itu terjadi, maka hal ini menunjukkan bahwa nikah dan jual
beli itu berbeda. Jual-beli tidak terjadi tanpa ditetapkan harga pastinya dan
akad nikah itu sah tanpa menyebutkan mahar.

Dengan demikian jelas bahwa Imam Syafi’i membedakan akad nikah
dengan jual-beli. Sehingga mahar yang diberikan kepada calon istrinya
bukan sebagai alat beli kehormatan istri, melainkan sebagai tanda cinta
suami kepada istrinya.

Pada waktu akad nikah, disunnahkan menyebut kadar mahar yang
diberikan kepada calon istrinya, karena Rasulallah SAW senantiasa
menyebutkan mahar pada waktu akad nikah. Hal tersebut dimaksudkan
untuk me-ngfi-kan terjadinya khusumah antara suami istri. Apabila tidak
menyebutkan mahar pada waktu akad nikah, maka nikahnya tetap sah
namun makruh hukumnya karena maksud dari nikah itu adalah wuslah
(pertalian saudara) dari kata istimta’, bukan mahar, sehingga akad nikah itu
sah tanpa menyebut mahar. Tapi menyebut mahar pada waktu akad nikah
adakalanya wajib jika calon istri tidak layak untuk men-tasarruf-kan harta,
karena masih kecil, idiot, atau gila.

Mengenai kadar mahar yang harus diberikan kepada istri, Imam

Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal mahar yang harus
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diberikan suami kepada istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam

surat An-Nisaa ayat 20:
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Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang

sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan
tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Sedangkan mengenai batasan minimal mahar yang harus diberikan
kepada istri Imam Syafi’i berpendapat:**
4 S Yo Jory Szl o Ly A Jgaz Lo B gl 3 ot L J06
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Sekurang-kurangnya yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang
dipandang harta oleh manusia, dan kalau dirusakkan oleh seseorang, maka
ada nilaiharga (ganti rugi) baginya, dan apa yang diperjualbelikan oleh
manusia diantara sesama mereka.
Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa segala yang boleh dijual atau
disewakan boleh dijadikan mahar, dan yang tidak boleh dijual dan
disewakan, maka tidak boleh dijadikan mahar. Imam Syafi’i juga

membolehkan mahar dengan sesuatu yang dapat nermanfaat bagi calon

istrinya. Seperti mengajar Al-Qur’an.

¥ Ibid, 27
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Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar itu boleh dalam jumlah
yang sedikit, termasuk cincin dan desi atau mengajar Al-Qur’an. Imam
Syamsuddin muhammad dalam kitab Nihayatul Muhtaj menerangkan bahwa
mahar itu di sunnahkan tidak kurang dari 10 dirham perak murni.

Walaupun Imam Syafi’i tidak membatasi jumlah maksimal mahar,
tetapi Imam Syafi’i menganjurkan agar kadar mahar yang diberikan kepada
istri tidak melebihi 500 dirham, karena mencari barakah dengan
menyesuaikan perbuatan yang diperbuat oleh Rasulallah SAW. Sebab mahar
yang diberikan Rasulallah kepada istri-istrinya kecuali ummu habibah
adalah 12 uqiyah, 1 uqiyah= 40 dirham, sehingga 12 % uqiyah = 500
dirham. Dan 1 dirham beratnya 1,12 gram emas. Sehingga 500 dirham

beratnya 560 gram emas, sedangkan yang diberikan Rasulallah kepada
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ummu habibah adalah 400 dinar. 1 dinar = 12 dirham, berarti 400 dinar =
4800 dirham atau seberat 5376 gram emas.>
2. Pendapat Imam Maliki

Menurut Imam Malik mahar termasuk rukun nikah, namun
menyebutkan mahar pada waktu akad nikah tidak termasuk rukun sahnya
nikah kecuali dengan sighat hibbah. Jika memakai sighat hibbah maka wajib
menyebutkan mahar.

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal dari
jumlah mahar yang wajib diberikan kepada istri. Pendapat tersebut

berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 20:

Ll L3l
Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan
tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?
Sedangkan paling sedikitnya mahar adalah Y dinar, sebagaimana

pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’:>¢
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Ibid, 29
% Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj, Imam Ghozali Sa’id, jilid 11(Jakarta:
Pustaka Amani), 386
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Saya tidak pernah melihat seorang wanita dinikahkan dengan mahar kurang
dari seperempat dinar dan itu adalah batasan minimalyang mewajibkan
potong tangan.

Dalam hal ini, Imam Malik menganalogikan mahar dengan sesuatu
yang mewajibkan adanya potong tangan dalam masalah sarigoh, dengan
jami’ “setiap anggota tubuh yang boleh dihalalkan karena harta, maka mesti
boleh dikira-kirakan dengan harta”. Artinya Imam Malik berpendapat bahwa
dalam perkawinan terdapat anggota tubuh yang dihalalkan karena harta, oleh
karenanya mahar harus ditentukan batas (terendahnya, sebagaimana adanya
batasan terendah) harta yang dicari untuk dapat menghalalkan adanya
hukuman potong tangan dalam sarigoh.

Menurut Imam Maliki ukuran terendah mahar adalah % dinar = 3
dirham atau sesuatu yang dapat bermanfaat dan untuk dimiliki yang
sebanding dengannya. Kalau 1 dirham = 1,12 gram emas, maka 3 dirham
sebesar 3,36 gram emas dalam redaksi yang lain Umar Yusuf

mengungkapkan pendapat Imam Malik sebagai berikut:

b e odad (oSTI JIall aid aly 150 4 S e jlor any 9% b JS)

Segala sesuatu yang dijual-belikan maka boleh digunakan sebagai
mahar dalam akad nikah, apabila harganya sampai pada ukuran yang

ditentukan (tiga dirham) menurut Imam Malik.

Apabila mahar tersebut kurang dari 3 dirham, maka akadnya tetap

sah, tetapi jika suami telah dukhul, maka suami wajib membayar 3 dirham
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secara keseluruhan, sedangkan kalau suami belum dukhul maka boleh
memilih diantara membayar ' dinar atau 3 dirham atau nikahnya fasakh.
Dan kalau memilih fasakh maka wajib membayar separuh mahar yang telah
disebutkan ketika akad.

Disunnahlan bagi suami untuk membayar kontan mahar sebesar 3
dirham sebelum melakukan dukhul. Menurut Imam Malik seorang wanita
berhak memiliki mahar secara keseluruhan jika telah dukhul atau suami
meninggal dunia, walaupun suami belum mendukhulnya.

3. Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan minimal mahar
adalah 10 dirham atau barang yang harganya senilai dengan 10 dirham.’’
Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian hanafiyyah. Kalau 1 dirham beratnya
= 1,12 gram emas murni, maka 10 dirham adalah 11,2 gram emas murni.
Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu karena menganalogikan dengan
batasan minimal sariqgoh (artinya batasan minimal pencuri dipotong
tangannya). Sama dengan Imam Malik.

Menurut Imam Hanifah, apabila suami dalam akad nikah
memberikan mahar kurang dari 10 dirham, maka pernikahannya dianggap
sah, tetapi tetap wajib membayar 10 dirham ( dalam perjalanan

pernikahannya terutama setelah terjadi dukhul).

37 Ibid
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B. Teori Kesahihan Hadis
1. Kriteria Kesahihan Hadis
Ibnu Al-Shalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati
oleh para muhaddisin, shalah berpendapat sebagaimana dikutip oleh M.

Syuhudi Ismail:

Ll Jaadh Jaz osbin] Jan (g dedl oyl g5 tpremaall Cdd U

Nire Yy 1512 045GV olgmn
Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai
kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang ‘adil dan dlabith
sampai akhir sanad, (didalam hadis tersebut) tidak terdapat

kejanggalan (syadz) dan cacat (‘illar).3®

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat
dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni:

1) Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari mukhorrij
sampai kepada Nabi.

2) Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat ‘ad! dan dlabith.

3) Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari
kejanggalan (syadz) dan kecatatan (‘illaf).

Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan

hadis Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad

* M. Syuhudi Ismail, Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi (Jakarta: Bulan
Bintang, 1992), 64
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hadis dan kriteria kesahihan matan hadis. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan
sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.
2. Kiriteria Kesahihan Sanad Hadis
Merujuk kembali pada definisi Al-Shalah diatas, maka suatu hadis
dianggap sahih, apabila sanadnya memenuhi lima syarat:

1) Sanad Bersambung
Yang dimaksud sanad bersambung adalah tiap-tiap
periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari
periwayat terdekat sebelumnya, yang mana hal ini terus
berlangsung sampai akhir sanad.*jadi, seluruh rangkaian
periwayat mulai yang disandari mukharrij sampai perawi yang
menerima hadis dari Nabi, saling memberi dan menerima dengan

perawi terdekatnya.
Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya
suatu sanad, muhadditsin menempuh langkah sebagai berikut.
Pertama, mencatat ssmua nama periwayat dalam sanad yang
diteliti; Kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing
periwayat melalui kitab Rijal al-Hadits (kitab yang membahas
sejarah hidup periwayat hadis) dengan tujuan untuk mengetahui
apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad
itu terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam

periwayatan hadis; Ketiga, meneliti lafadh yang menghubungkan

% Subhi al-Salih, Ulum al-Hadits Wa Mustholahu (Beirut: al-lim li al-Malayin,
1997), 145
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antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam
sanad.’Al-Khatib al-Baghdadi memberikan term sanad
bersambung adalah seluruh periwayat tsigah (adil dan dlabith)
dan antara masing-masing periwayat yang sah menurut ketentuan
tahammul wa al ada al hadits yaitu kegiatan penyampaian dan
penerimaan hadis.

Berkaitan dengan persambungan sanad, kualitas periwayat
terbagi pada tsigah dan tidak fsigah. Dalam penyampaian
riwayat, periwayat yang fsigah memiliki akurasi yang tinggi
karena dapat dipercaya riwayatnya. Sedangkan yang tidak fsigoh,
memerlukan penelitian tentang keadilan dan kedlabitannyayang
akurasinya dibawah perawi yang tsigoh.

2) Perawi Yang Adil

Mahmud al-Tahhan mendefinisi perawi yang adil adalah
setiap perawi yang muslim, mukallaf (baligh), berakal sehat,
tidak fasig dan selalu menjaga muru’ah.

Menurut ibnu sam’any, seorang perowi dapat dikatakan adil
apabila memenuhi empat syarat:*'

a. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan

maksiat.

“ Syuhudi Ismail, Kaedah kesahihan sanad hadis; telaah kritis dan tinjauan
dengan pendekatan ilmu sejarah (jakarta: bulan bintang, 1999, 128

#! Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahatul Hadis, Cet X, (Bandung: Al-Ma’arif,
tt), 119.
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b. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan
sopan santun.

c. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat
mengurangi kadar keimanan seseorang dan mengakibatkan
penyesalan,

d. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang
bertentangan dengan dasar syariat.

Sedangkan al-Razi mendefinisikan adil dengan tenaga jiwa
yang mendorong untuk selalu takwa, menjauhi dosa-dosa besar,
menjauhi untuk melakukan dosa-dosa kecildan meninggalkan
perbuatan-perbuatan mubah yang dapan menodai keperwiraan
(muru’ah), seperti makan di jalan umum, buang air kecil bukan
pada tempat yang telah disediakan serta bergurau yang berlebih-
lebihan.*?

Sifat adil berkaitan dengan integritas pribadi seseorang dan
diukur menurut ajaran Islam. Mayoritas muhadditsin berpendapat
bahwa seluruh sahabat dinilai adil berdasarkan Al-Qur’an, hadis
dan ijma. Namun demikian setelah dilihat lebih lanjut, ternyata
keadilan sahabat bersifat mayoritas (umum) dan ada beberapa

sahabat yang tidak adil. Jadi, pada dasarnya para sahabat Nabi

* Ibid, 120.
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dinilai adil kecuali apabila terbukti telah berprilaku yang
menyalahi sifat adil.**
Untuk mengetahui keadilan perawi pada umumnya
muhadditsin mendasarkan pada:
1) Popularitas keutamaan pribadi periwayat dikalangan
ulama hadis
2) Penilaian para kritikus hadis tentang kelebihan dan
kekurangan pribadi periwayat hadis.
3) Penerapan kaidah al-jarh Wa al-Ta'dil terhadap hadis
yang berlainan kualitas pribadi periwayat tersebut.**
3) Periwayat Yang Dlabith
Perawi yang dlabith (kuat hafalannya) adalah perawi yang
mampu merekonstruksi hadis yang didengarnya dan mampu
menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ada dua unsur
kedlabitan perawi. Pertama, pemahaman dan hafalan yang baik
atas riwayat yang telah didengarnya. Kedua, mampu
menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik
kepada orang lain kapan saja perawi kehendaki. Kemampuan
hafalan seseorang mempunyai batas misalanya karena pikun atau
sebab yang lainnya. Periwayat yang mengalami perubahan

kemampuan menghafal, akan tetapi dimuatkan sebagai dlabith

*3 Ismail, Kaedah Kesahihan,160-168
* Hashbi ash-Shiddiqey, Pokok-Pokok Dirasah Hadis, jilid 2 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1997), 32
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sampai saat sebelum mengalami perubahan, dan akan dinyatakan

tidak dlabith pada saat setelah mengalami perubahan.
Kedhabitan seorang periwayat dapat diketahui melalui
kesaksian ulama, kesesuaian riwayatnya (minimal secara
makna) dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain
yang telah dikenal kedhabitannya dan hanya sesekali
mengalami kekeliruan.*’

4) Tidak Adanya Syadz

Al-Syafi’i mengemukakan bahwa hadis syadz adalah hadis
yang diriwayatkan oleh seorang periwayat tsigoh, namun
riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga
tsigoh.*® Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk
mengetahui adanya syadz adalah dengan membanding-
bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai
topik sama.

Berdasarkan definisi diatas, dapatlah diketahui bahwa
syarat syadz adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat hadis
syadz ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpul
padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai
hadis syadz.’ Pada umumnya, muhadditsin mengakui bahwa
syadz dan illat hadis sangat sulit diteliti karena terletak pada
sanad yang tampak sahih dan baru dapat diketahui setelah hadis

tersebut diteliti lebih mendalam.

* Ash-Salih, Ulum Al-Hadits,128
46 As-Syafi’i, ar-Risalah, vol 2, 26
47 Ash-salih, Ulum Al-Hadits, 197
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5) Tidak Adanya ‘Zliat
Berdasarkan bahasa, illat berarti cacat, kesalahan baca,
penyakit dan keburukan. Illat menurut istilah adalah sebab
tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Sedangkan menurut al-

Khatib al-Baghdady, ‘illat dapat diketahui dengan menghimpun semua

sanad hadith, melihat perbedaan perowinya dan menempatkan

mereka sesuai dengan tempatnya, baik dalam segi hafalan,
kefakwaan atau kedhabitannya.*®

Menurut Ali al-Madani dan al-Khattib, untuk mengetahui
illat hadis terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan
hadis yang diteliti, dihimpun sehingga dapat diketahui syahid dan
muttabi’. Mayoritas illat hadis terjadi pada sanad hadis. Pada
umumnya illat hadis berbentuk sebagai berikut:

1) Sanad yang tampak muttasil dan marfu’ ternyata muttasil
namun mauquf.

2) Sanad yang muttasil dan marfu’ ternyata muttasil tapi mursal.

3) Terjadi percampuran hadis pada bagian hadis lain.

4) Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena berjumlah
lebih dari satu serta memiliki kemiripan nama sedangkan
kualitas periwayatnya tidak sama-sama tsigah.

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan

rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis

* Mahmud al-Thahhan, Metode Takhrij Dan Penelitian Sanad Hadis, ter.
Ridlwan Nasir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 152.
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dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut dengan rijal al-
hadits, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan
para transsmiter/rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengupas
data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan
hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis
yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.*’
3. Kriteria Kesahihan Matan Hadis
Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis
menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan tersebut
diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal kesahihan
sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat kedhaifannya.>
Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang dikemukakan oleh
Ibnu ash-Shalih, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika memenuhi
dua kriteria, antara lain:
1) Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan
(syadz).
2) Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecatatan (illat)
Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi
acuan utama tujuan dari sebuah penelitian hadis.
Dalam prateknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan

yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya,

* Suryadi, Metodologi Ilmu Rijal Hadits (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah,
2003), 6

% Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi: Sebuah Tawaran
Metodologis (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 123
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dengan keterikatan secara literik pada dua acuan diatas, akan
menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga
apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan
gambaran bentuk matan yang terhindar dari syadz dan illat. Dalam hal ini,
Shaleh al-Din al-Adzlabi dalam kitabnya Manhaj Naqd al-Matan ‘inda al-
Ulama al-Hadits al-Nabawi mengemukakan beberapa kriteria yang
menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:*!

1) Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.

2) Rusaknya makna.

3) Berlawanan dengan Al-Qur’an yang tidak ada kemungkinan
ta’wil padanya.

4) Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa
Nabi.

5) Sesuai dengan madzhab rawi yang giat mempropogandakan
madzhabnya.

6) Hadis itu mengandung suatu urusan yang mestinya orang
banyak mengutip, namun ternyata hadis tersebut tidak
dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu
orang.

7) Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang

besar untuk perbuatan yang kecil.

31 Ibid, 127
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Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan
suatu matan hadis, para ulama telah menentukan tolak ukur tersebut
menjadi empat kategori, antara lain:

1) Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur’an.

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih
kuat.

3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan
fakta sejarah.

4) Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri
sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolak ukur kelayakan
suatu matan hadis diatas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya
unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja,
tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan
keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang
diteliti.

4. Teori Kehujahan Hadis
Terlepas dari kontroversial tentang kehujjahan hadis, para ulama dari
kalangan ahli hadis, fuqaha dan para ulama ushul figh lebih menyepakati
bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an. Imam
Auza’i menyatakan bahwa Al-Qur’an lenih memerlukan sunnah (hadis) dari
pada sunnah terhadap Al-Qur’an, karena memang posisi sunnah (hadis-hadis

Nabi Muhammad) dalam hal ini adalah menjelaskan makna dan merinci
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keumuman Al-Qur’an, serta mengikatkan apa yang mutlak dan mentakhsis
yang umum dari makna Al-Qur’an. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat
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Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan
kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang

telah diturunkan kepada mereka[829] dan supaya mereka memikirkan.

Ayat diatas menjadi salah satu dalil nagly yang menguatkan fakta
bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW (sebagai penyampai sunnah/hadis),
ketetapan, keputusan dan perintah Nabi bersifat mengikat dan patut untuk
diteladani. Bahkan menurut Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak
tergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar
tertentu.>

Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat
para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai
hujjah tetap menggunakan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya
meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan Al-Qur’an sebagai
rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga

bagian, yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Mengenai teori

52 Al-Qur’an 16:44
% Muhammad Mustafa Azami, Metodologi Kritik Hadits, Ter. A. Yamin,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 23



kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga
macam hadis tersebut. bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana
berikut:
1) Kehujjahan Hadis Sahih
Menurut ulama ushuliyyah dan para fuqaha, hadis yang dinilai sahih
harus diamalkan karena hadis sahih bila dijadikan hujjah sebagai dalil
syara’. Hanya saja menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang
langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian
sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga
sangat diperlukan agar terhindar dari kecatatan dan kejanggalan.>* Karena
bagaimanapun juga, menurut ulama muhadditsin suatu hadis dinilai sahih,
bukanlah tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih
cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya
seorang saja pada tiap-tiap thabagat.>®
Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi
dalam dua bagian, yakni hadis magbul ma’mulin bihi dan hadis magbul
ghairu ma’mulin bihi. Dikatakan magbul ma’mulin bihi apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut:*
a. Hadis tersebut muhkam yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum,

tanpa syubhat sedikitpun.

* Muhammad Zuhri, Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis (Yogyakarta:
Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

55 Rahman, Iktisar, 119

% Ibid, 144



2)

sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.

Hadis tersebut rajih, yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara
dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.

Hadis tersebut nasih, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti
kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang memenuhi kategori Maqgbul Ghairu
Ma’mulin Bihi adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain,
Mutasyabbikh (sukar dipahami), Mutawaqqaf Fihi (saling berlawanan
namun tidak dapat dikompromikan), Marjuh (kurang kuat dari pada hadis
magbul lainya), Mansukh (terhapus oleh hadis magbul yang datang
berikutnya), dan hadis magbul yang maknanya berlawanan dengan Al-
Qur’an, hadis mutawattir, akal sehat dan ijma’ para ulama.’’

Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan nilai hadis
sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidzi ini menjadi
berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas dhabith (kecermatan
dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendahdari yang dimiliki oleh
perawi hadis sahih.®

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para muhadditsin, ulama ushul
figh dan para fugaha juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap

hadis dahih, yaitu dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dalil atau

%7 Ibid, 145-147
*® Nawir Yuslem, Ulumul Hadis (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229
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hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al-Hakim,
Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih
tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena
kejelasan statusnya.”® Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai
bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang
akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

Kehujjahan Hadis Dhaif

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dhaif. Dalam
hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.®°

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi
sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini
dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-‘Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan
fadha’il al-‘amal dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu
hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan
berhujjah dengan menggunakan hadis dhaif, namun dengan mengajukan
tiga persyaratan:®!

a. Hadis dhaif tersebut tidak keterlaluan.
b. Dasar amal yang ditunjukan oleh hadis dhaif tersebut, masih dibawah
suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih

dan hasan).

* Ibid, 233
¢ Rahman, Ikhtisar 229
¢! Ibid, 230
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c. Dalam mengamalkannya tidak meng-i tikad-kan bahwa hadis tersebut
benar-benar bersumber kepada Nabi.
S. Teori Pemaknaan

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan
hadis, maka pada bagian teori pemaknaan disini akan dibahas lebih spesifik
tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian
dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak
hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh
adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan
dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan
dari segi kandungannya ®> Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat
kategori yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian matan hadis
(sesuai dengan Al-Qur’an, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat
serta mencirikan sabda kenabian).

a. Pendekatan dari segi bahasa
Periwayatan hadis secara makana telah menyebabkan penelitian
makna dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan
hadis yang sampai ke tangan mukhorrij masing-masing telah melalui
sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan
kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan

terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun

2 Yuslem, Ulumul, 364
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istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan
dengan pendekatan bahasa perludilakukan untuk mendapatkan pemaknaan
yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam
pendekatan bahasa ini adalah:
1. Mendeteksi hadis yang mempunyai lafadz yang sama.
Pendeteksian /afadz hadis yang sama ini dimaksudkan untuk
mengetahui beberapa hal, antara lain:
a. Adanya Idraj (sisipan lafadz hadis yang bukan berasal dari
Nabi SAW).

b. Adanya Idhthirab (pertentangan antara dua riwayat yang
sama kuatnya schingga tidak memungkinkan dilakukan
. tarjih).

¢. Adanya al-Qalb (pemutar balikan matan hadis).

d. Adanya penambahan lafadz dalam sebagian riwayat (Ziyadah
al-Tsigah).

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi.

Bahasa arab telah dikenal sebagai bahasa yang menggunakan
ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu balaghah lebih
mengesankna dari pada makna hakiki.dan Rasulallah juga sering
menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz lughawi, ‘agli, isti’arah,
kinayah dan isti’arah tamtsiliyyah atau ungkapan lainnya yang tidak

mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan
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hanya dapat diketahui melalui qarinah yang menunjukkan makna yang
dimaksud.%?

Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz
tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu gharib al-hadis. Karena
sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu ash-Shalah bahwa
ilmu gharib al-hadis adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui
lafadz-lafadz dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang
digunakan.**

Dua metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode
kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu nahwu dan
sharaf sebagai dasar keilmuan dalam bahasa arab.

b. Pendakatan dari segi kandungan makna latar belakang turunya hadis

Mengetahui tentang sebab turunya suatu hadis, maka dapat dipahami
setting soal yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan
pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa sekarang dengan lebih
komprehensif.

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah
hadis dapat dilacak melalui ilmu asbab al-wurud al-hadits. Cara

mengetahuinya dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena

% Yusuf Qardhawi, Studi Kritis As-Sunnah, Terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung:
Trigenda Karya, 1995), 185
% Rahman, Ikhtisar, 321
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latar belakang turunnya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis
itu sendiri dan ada juga yang tercantum di hadis lain.%

Adanya ilmu tersebut dapat membantu dalam pemahaman dan
penafsiran hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya, peneliti
hadis dapat mendeteksi lafadz-lafadz yang ‘amm (umum) dan khash
(khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk mentakhsis hukum,
baik melalui kaidah “al-Ibratu bi khusus al-Sabab” (mengambil suatu
ibrah hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah “al-Tbratu
bi ‘Umum al-Lafadz La bi Khusus al-Sabab” (mengambil suatu ibrah itu
hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang
khusus).%

Pemahaman historis atas hadis yang bermuatan tentang norma
hukum sosial sangat diprioritaskan oleh ulama mutaakhirin,%’ karena
kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak
memungkinkan apabila penetapan hukum didasarkan pada satu peristiwa
yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika hadis
tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk
dicari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang dapat menerangkan
tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika hadis itu ada (disebut

sebagai sya 'n al- wurud atau ahwal al-wurud).

% Ibid, 327

% Ibid, 329

%" Muhammad Zuhri, Telaah Matan: Sebuah Tawaran Metodologis (Yogyakarta:
LESFI, 2003), 87
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¢. Tentang Syar’u man Qablana
Jika Al-Qur'an atau Al-Sunnah yang sahih mengisahkan suatu
hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui para Rasul
(agama samawi), kemudian nash tersebut diwajibkan kepada umat dimasa
sekarang sebagaimana diwajibkan kepada mereka, naka syariat tersebut
ditujukan kepada kita.®® Contoh konkrit dalam hal ini adalah dalam salah

satu firman Allah:

Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada kamu semua

berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.

Sesungguhnya syariat-syariat (agama) samawi secara prinsipil adalah
satu, yaitu merupakan wasiat dari Allah yang diturunkan melalui Rasul-
Rasul-Nya untuk ditegakkan dan umat manusia dilarang untuk berselisih
karenanya yang menyebabkan mereka berpecah belah.

Yang menjadi perbedaan persepsi dikalangan ulama adalah karena
tata cara beribadah masing-masing syariat samawi berbeda-beda. Oleh
karena itu terdapat beberapa hukum syariat Nabi Muhammad disamping
sebagian diantaranya masih tetap dilestarikan.®

Jumhur ulama hanafiyah, sebagian ulama malikiyah dan syafi’iyah

berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga pada umat di masa

S8 Rahmat Syafe’i, llmu Ushul Figh, Cet-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia,1999),
143

% Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, Terj. Saefullah Ma’shum, dkk., cetakan
ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 465
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sekarang. Mereka berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama
hukum tersebut telah diceritakan kepada mereka serta tidak terdapat
hukum yang menasakhnya. Alasannya, mereka menganggap bahwa hal itu
termasuk diantara hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui
para Rasul-Nya dan diceritakan kepada kita. Maka orang-orang mukallaf
wajib mengikutinya.”

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Figh berasumsi
bahwa syariat umat terdahulu (Syar’s man Qablana) seharusnya tidak
menjadi pembahasan yang menimbulkan perselisihan pendapat ulama.
Sebab setiap perkara yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan disebutkan oleh
hadis sebagai hukum syar’i, yang berlaku khusus untuk sebagian umat
masa lampau, pastilah didukung oleh adanya dalil yang menunjukkan

kekhususan itu, seperti ayat tentang Qhisash.”’

7 Syafe’i, limu..., 145
" Abu Zahrah, Ushul..., 409



